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KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
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TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

t

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir ~ Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan,
menyatakan bahwa penetapan status keadaan darurat
bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan tingkatan bencana yang ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana alam banjir
dan tanah longsor pada tanggal 28 Maret 2021 di Kabupaten
Pesisir Selatan, perlu menetapkan status tanggap darurat
bencana alam banjir dan tanalh longsor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Status Tanggap

C n Banjir dan Tanah Longsor di

‘ahun 1956 tentang
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
erah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Lingkungan Da
1957 Nomor 77) jo

Negara Republik Indonesia Tahun
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang

pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I dalam
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana te'ah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggara Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Peridanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun
2005 tentang Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun
2010 tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Pesisir
Selatan,

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatari Nomor 7 Tahun
2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban
Belanja Tak Terduga dan Pendanaan Keadaan Darurat;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan

Tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan status sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
terhadap Kecematan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan

Ranah Ampek Hulu Tapan.

Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Tanggap
Darurat penanganan bencana alam banjir dan tanah longsor di
Kabupaten Pesisir Selatan yang berlangsung selama 14 (empat
belas) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai
dengan 11 April 2021.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
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